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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2004

| | | TENTANG
PEMBENTUKAN 'SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
'BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH %
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
! BUPATI BANYUMAS

Menimbang ;' a. bahwa. dengan
| - Pemerintah-Nomo.
. Organisasi Perang
~ Fungsi, - Susunan Organisasi dan
~ Kepegawaian Daera
~sebagaimana. . diatur da
Kabupaten Banyumas
~tentang Perubahan
Kabupaten Banyumas Nomor
" tentang Pembentu
ay Tatakerja - Lembag
" Banyumas ‘sudah tidak sesuai lagi;
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telah ditetapkannya Peraturan
r 8 Tahun 2003 tentang Pedoman .
kat Daerah, maka Tugas Pokok,
Tatakerja Badan
h Kabupaten Banyumas
lam Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2002
Atas Peraturan . Daerah
24 Tahun 2000
kan, Susunan Organisasi dan -
4 Teknis Daerah Kabupaten



Mengingat

o

bahwa sehubungan dengan hal tersebut , maka periy
menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas  tentang Pembentukan Susunap
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Banyumas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daérah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); ' »
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (

Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Negara Nomor 3890)
Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (
Lembaran Negara .Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) -

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan

- Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tenta;é
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tainbahan

Lembaran Negara Nomor 4262);

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000

tentang Pedoman Pembentukan Badan

Kepegawaian Daerah;-

8. Keputusan Bersama - Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan |
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
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BABI
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Dalam Peraturan‘Daerah ini yahg dimaksud dengan :

o i 'Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas |
. Pemermtah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten Banyumas
<) _'Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
" DPRD. adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
i 'Banyumas .

ft W Bupati adalah Bupatl Banyumas |
TS | 'Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten

~ Banyumas. | .
6. Badan Kepegawalan Daerah adalah Badan Kepegawalan Daerah |
. y Kabupaten Banyumas R
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawalan Daerah
- Kabupaten Banyumas £

8. - Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebaglan tugas

" Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki wilayah kerja satu
atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.

9. Jabatan Fungs1onal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri
Sipil dalam Satuan Orgamsam yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahllan dan ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri.
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BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Badan Kepegawalan Daerah.

CBABII
" KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

| : Pasal 3

~ Badan KepegaWdian Daerah a'dalah unsur pelaksana tugas tertentu ,
Pemerintah Daerah, d1p1mp1n oleh seorang Kepala yang berada d1 bawah o
- dan bertanggung Jawab kepada Bupat1 melalm Sekretarls Daerah

“Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas‘ pokok melaksanakan
tugas di bidang admi_nistr‘asi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :.



-perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kebegawaiaﬂ £
= 'penyusunan rencana dan program kerja Badan; -
e pcnyelenggaraan;kegiatan dibidang Administras_i'Kepegawaian

ki '.'_f-';pelaksanaan blmbmgan pembinaan, pengawasan dan evalua51 di
;i-;'. bldaﬂg Admlmstras1Kepegawa1an g

;penyxapan dan pembenan 1nforma51 bldang Admmlstras1 __
g _-{,;Kepegawalan ' S

e pcf,l_aks_ar_iaan ko'o'rdinasi __denganinStahSi-pérﬁer;iﬁtah_dan_éwa:st'a -.

N pé,la'ksanaan ur_uSa_n keta'tausahaahTdan.kerlvi‘mahlfta'rigg'.aénbadan;

2 :pembmaan terhadap UPT dalam lmgkup tugasnya |

'Ai_pelaksanaan tugas tugas lain yang dlberlkan oleh Bupat1 |
- BABIV
- SUSUNAN ORGANISASI

| | Pasal 5



] (1) Susunan '_organisgsiBadan Képegawaiah Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Bagian Tata U‘saha, terdiridari :

1. Sub BagiaﬁUmum; i
2. SubBagianKeuangan dan Bina Program.

c. ‘ Bidang Urmim Kepegawaian, terdiri dari:

1 Sub Bidang Bina Pegawal . -
2 Sub . Bidang Pengolahan Data Admmlstra51
Kepegawalan :

| d B1dang Kepangkatan dan Mutasi, terdm dan

1. Sub Bldang Kepangkatan dan Peng gajian;
2. SubBidang Mutasidan Pensmn 7%

e. :' Bidang Pengadaan i Pengembangan‘ dan Jabatan Pegawai,
terdm dari:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
2. SubBidang Jabatan Pegawai.

{- f. .UPT. 3

) g.  Kelompok]J abatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terplsahkan dari
Peraturan Daerah ini, '



BAB V
TATAKERJA
Pasal 6

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umpyp,
- yang ditetapkan oleh Bupati. .

- dalam lingkungan kerja masing-masing maupun déngan unit kerja lainn'%i '-
2 ~ Sesuaidengan tugas pokoknya, | i g e :

-Pz_i_sal 8

(1) Setiap pilnpinan satuan organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah

Wajib - mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan ‘-

pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam
pelaksanaan tugasnya. [ 3 |

. . e . 'waian Daerah
2) Setiap Pimpinan.satuan organisasi pada Bada?‘ Ke;; Zga T
Wajib mentaati peraturan peruﬂdahg"md‘an‘ganl.ny -lﬁasing serta
‘bertanggung Jawab kepada - atasan masing
Menyampaikan laporan secara berkala.




Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugasdan.tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan

Fungsional pada Badan Kepegawa1an Daerah akan dlatur 1eb1h lanjut
dengan Keputusan Bupan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
~ (1) Struktur Organisasi dan Tatakefja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini

~‘berlaku, masih tetap berlaku sampa1 dengan pengisian forma31 jabatan
berdasarkan _Peratu_ran Daerah ini d1laksanakan

(2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan
“Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagalmana dlmaksud dalam
Ayat (1) harus sudah dilaksanakan. |

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11 '




F I

) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih Janjyi deng
(1) Pembentukan, |

Keputusan BUPat_i-

(2) Pada UPT dapat dibenmk satuan organisasi di'bawah Kepala Upr Yang
d ipirhpin. oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok,

* uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih la_njut denganKeputusén
- Bupati. |
BAB VIII
'KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan Daerah jp; mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pe“g“"danga:
Peraturan Daerap, ini dengan penempatannya dalam L <es
Kabupatep Banyumas, |



Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 31 Mei2004

BUPATI BANYUMAS
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ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
* Pada Tanggal 1 Juni2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
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